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BUPATI LEBONG 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR 25 TAHUN 2021 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
RUMAH SAKJT UMUM DAERAH KABUPATEN LEBONG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG, 

a. bahwa dengan adannya Perubahan Nomenklatur pada 
beberapa Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan 
Hasi1 Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Nomor 
060/977/B.5/2019 dan Mempedomani Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
Tentang Perangkat Daerah. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Lebong tentang Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Lebong. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4349); 

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
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4. Undang - Undrmg Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil NegRrn (Lemharan Negara Republik 
lndoncsiR Tnhun 201 ,1 Nomor 6, Tamhahan Lcmbaran 
Negara Rcpublik lndoncsin Nomor 5494); 

5 . Undang- Unclang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
PemerintnhRn Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587), 
sebagAimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Dae rah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5479); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 ten tang 
Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

10. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 61 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 
tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036), sebagaimana Lelah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 



Menctapkan 

13. Peraturan Mcntcri Dnlnm Ncgcri Nomor 12 Tahun 
2017 tcntnng Pcdnmnn Pcmhcntulrnn thm Klasifikasi 
Cnlmng Dinns dnn Unit Pclnlumnn Tclmis Daerah 
(Bcritn NcRnm Rcpuhllk lndonc1il11 T11hun 20 17 Nomor 
45 l); 

14. Pcrn turnn Mentcri Dnlnm Ncgcri Nomor 99 Tnhun 
2018 tentnng Pcmhinnnn dnn Pcngcndnlinn Pcnataon 
Pernngknt Dncrnh (Oeritn Ncgorn Rcpublik Indonesia 
Tnhun 2018 Nomor 1539); 

15. Pcrnturan Mcntcri J<cschntnn Nomor 30 Tahun 2019 
tentang J<lasifiknsi dnn Pcrizinan Rumah Sakit (Serita 
Negara Republik Indonesia Tnhun 2019 1107); 

16 . Pernturan Dacrah l<obupatcn Lebong Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pembcntukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lcmbaran Daerah l<abupatcn Lebong Tahun 
2016 Nomor 10); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG SUSUNAN 
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH KABUPATEN LEBONG 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lebong. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lebong sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang rnemimpin pelaksanaan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Lebong. 
4. Wald! Bupati adalah Wakil Bupati Lebong. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga penvakilan rakyat 
daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Kabupaten Lebong. 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden 
yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian 
Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah 
untuk melindungi, melayani, rnemberdayakan, dan 
men sejah tera kan masyaraka t. 

9. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD 
adalah Organisasi Kerja Perangkat daerah di 
Llngkungan Pemerintah Kabupaten Lebong. 



10. Dinas adnlah Dinns l<cschnlnn l<Abupatc n Lebong. 

11 . Kepnln DinnR ndnlnh l(cpnlo DinAs l<esehatan 

t,nbupntcn Lchong. 
12. Unit Pelnlrnnnn TC'lmis Dncrnh Rclnnjutnya cJiscbut 

UfYJ'D ndnlnh umHtr pcl11l<!innn tcl<nlH rlinn!i ynng 

melnksnnnlrnn 1«,gi111n11 1ckniR opcrnsion11l clsin/nlnu 

kcgintnn tcknis pcnunjnng ynng IJcrnclA di bnwAh 

DinRs Kcsf'hnlnn . 
13. Rumnh Snkit Umum Dncrah ocJalo h Rumnh Sakit 

Umum Dnernh l<nhupnlcn Lebong scbagai Unit 

Pelnksann Tcknis Dnernh l<nhupAtcn Lebong yang 

menyclenggnrnlmn pelaynnan l<eschatan perorangan 

sccarn pnripumn yang mcnyedialcan pelayanan rawat 

inap, rawat jalan, gawat darurat, dan pelayanan 

penunjang. . . 

14. Dircktur nclalah pejnlJnt fungsional cJokt,cr/dokter Gigi 

yang dibe1ikan tugns ta mba ha n sebagai pimpin3:11 

tertinggi RumRh Snkit Umum Daerah Hasanuddm 

Damrah Manna l(abupaten Lebong. 

15. Tu gas Teknis Operasional adalah tugas untuk 

melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara 

langsung berhubungan dengan pelayanan 

masyarakat; 
16. Togas Teknis Penunjang adalah tugas untuk 

melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka 

mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. 

17. Komite Medis adalah unsur organisasi yang 

mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata 

kelola klinis yang baik (good clinical governance). 

J 8. Komite Keperawatan adalah wadah non-struktural 

rumah sakit yang mempunyai fungsi utama 

mempertahankan dan meningkatkan prof esionalisme 

tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, 

penjaga mutu profesi dan pemeliharaan etika dan 

disiplin profesi. 
19. Satuan Pemeriksa Internal adalah unsur organisasi 

yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit 

kinerja internal Rumah Sakit Umum Daerah. 

20. Jabatan Fungsional adala h Aparatur Sipil Negara 

yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh 

oleh Pejabat yang berwenang untuk 

menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan 

profesinya dalam rangka mendukung kelancaran 

tugas kedinasan. 

21 . Kredensial adalah proses evaluasi terhada p tenaga 

keperawatan untuk menentukan kelayakan 

pemberian Kewenangan Klinis. 

BAB II 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal2 

(1) Rumah Sa.kit Umum Daerah adalah merupakan 

unsur Penunjang Pemerintahan Daerah· , 

(2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang 

direktur; 



(J) Direk~ur yang dima l<s ud pada nyat (2) ia lah pcjabat 
fungs1onal Dol<tcr/ Dol<tcr Gigi yang cJibcrika n tu gas 
tambahan, bcrl<cdudulrnn di lmwah dnn bcrtanggung 
jawRb kcpadA l<cpal1-1 Din,rn; 

(4) RumAh Sa l<it Umum Dncrnh ucl>Agaimana dimak Rud 
pada aynt (1) mcmpunyai tug:rn mcmha ntu Dinas 
melaksanakan urusan pcmcrintaha n da n tugaR 
pembantuan bidang l<csehatnn yang mcnjadi 
kewenangan I<abupaten cJan tugas pembantuan yang 
diberikan kepada l<abupaten; 

(5) 

(1) 

(2) 

Rumah Sakit Umum Daera h da lam melaksanakan 
tugas sebaga imana dimaksud pada ayat (4) 

menyelenggarakan fungsi: 
a . Pelaksanaan kegiatan teknis da lam lingkup 

pelayanan medis clan non medis. 
b. Pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan 

non medis. 
c . Pelaksanaan pelayanan dan asuhan keperawatan 

serta etika mutu keperawatan. 
d . Pelaksanaan pelayanan rujukan, pendidikan dan 

pelatihan, pelaksanaan penelitian dan 
pengembangan serta pelaksanaan ketatausahaan. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 3 

Susunan Organisasi Rumah Sak.it Umum Daerah 
terdiri dari : 
a. Direktur; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Seksi Keperawatan; 
d . Seksi Pelayanan; 
e. Komite Medis; 
f. Komite Keperawatan. 
g. Satuan Pemeriksaan Internal. 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagan Struktur Organisasi Rumah Salcit Umum 
Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran 
Peraturan Bupati ini. 

BAB III 
TUGAS DAN FUNGSI 

Paragraf 1 
DIREKTUR 

Pasal 4 

(1) Direktur mempunyai Togas Pokok dan Fungsi 
melaksanakan sebagian Urusan Wajib yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah di Bidang Rumah 
Sa.kit. 



(2) D_irektur dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana 
dimaksud padn nynt (1), mcnyclcnggarakan fungsi: 
a. pembinann, pcngnwasan dnn pcngendalian 

( 1) 

pcnywrnnnn rcncflnn RlmtcgiA (Rcnstrn) Rumah 
Sn kit Umtt m Dncrnh RCHLlfti clengan rcncana 
pemlmngunnn jongkn mcnengah dncrah (RPJMD); 

b. pcrumusRn kcbijalmn, penyC!lenggaraan, 
pemantauan dnn cvaluasi, pcmbinaan clan 
pengembangnn sumbcr claya manusia (SOM) 
serta pcngawasan pclayanan mcclis dan non 
medis serta pengelolaan sistem informasi; 

c. pelaksanaan koordinasi clan pembinaan terhadap 
seluruh pclayanan medis, penunjang pelayanan 
medis dan non mcdis, pelaya nan asuhan 
keperawatan, pelayanan rujukan, pelaksa~~an 
pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan peneht1an 
dan pengembangan, pengclolaar1 administrasi dan 
keuangan; . . 

d. Rumah Sa.kit Umum Daerah yang mehput1 
pengkoordinasian pclaksanaan tugas dan fungsi 
unsur organisasi; 

e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait 
tentang pelaksanaan kegiatan Rumah Sak.it 
Umum Daerah baik secara horizontal maupun 
vertikal; 

f. penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah 
Sakit Um urn Daerah sesuai dengan 
kewenangannya; 

g. penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sa.kit 
Umum Daerah; 

h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian 
pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; 

i. pengkoordinasian administrasi Rumah Sakit 
Umum Daerah; 

J. pelaksanaan evaluasi, pencatatan dan pelaporan 
penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan 
Rumah Sakit Umum Daerah kepada Kepala 
Dinas; 

k. pembinaan pengawasan dan pengendalian 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)· 
dan ' 

I. pembi_naa~ kelompok jabatan fungsiona1 dibawah 
koordmas1 Rumah Sakit Umum Daerah; dan 

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 
atasan. 

Paragraf 2 
SUB BAGIAN TATA USAHA 

Pasal 5 

Sub Bagian Tata Usaha t melakuka mempunyai ugas 
n urusan penyusunan rencana program 

umum, kepegawaian, surat , 
perlengkapan eval . d menyurat, 

' uasi an pelaporan serta 
pengelolaan keuangan d b . . 
daerah ct· 1' an arang milik 
Daerah. I ingkungan Rumah Sakit Um um , 



(2) Dalnm melnksnnnlrnn tugns Rcbngaimana dimaksud 

dalam nynt (I) Suh Onginn Tata Usaha 

mcnyclcnRgnrnlrnn fungRi : 

a. lmordinnsi pcnywmnnn kcbljn l<nn, rencana 

progrnm dnn l<cgintnn, Rcrtn nnggnron RumAh 

Snkit Umum Dncrnh· 
I 

b. pcngclolnnn dntn dnn lnformnAi pclnyAnnn don 

non pclnynnnn Rumnh Snl<it Umum 0Acroh; 

c. pelnksnmHrn koordinnsi dnn pelaksannan 

kcrjnsnnm Rumnh Snkil Umum Daerah; 

d. pcmbinnnn dnn pcmherian taynnan administrasi 

pemcrintnhnn ym1g mcliputi kctatausahaan'. 

kcrumahtnnggnnn, l<earsipan dan dokumentas1 

Rumnh Sakit Umum Dacroh ; 

e. pcnyinpan pcngkoordinasian pelaksanaan 

kcbijaknn operasional di bidang sarana, 

prasamna dan pengembangan sumberdaya 

run1Ah sakit; 
f. pembi11Aan dan pengelolaan kepcgawaian di 

lingkungan Rumah Sak.it Umum Dacrah; 

g . pengadaan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana Rumah Sakit dan kegiatan penelitian 

dan pengembangan (Litbang) sumber daya Rumah 

Sakit; 
h . pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana 

di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah; 

i . pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi 

keuangan dan pengelolaan barang milik daerah di 

lingkungan Rumah Sak.it Umum Daerah; 

j. pengkoordinasian dan penyusunan bahan 

publikasi serta hubungan masyarakat; 

k. penyusunan bahan rancangan peraturan 

perundang- undangan dan fasilitasi bantuan 

hukum dilingkungan Rumah Sa.kit Umum 

Daerah; 
I. pelaksanaan koordinasi pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan di lingkungan Rumah 

Sakit Umum Daerah; 

m. penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan 

dilingkungan Rumah Sak.it Umum Daerah; dan 

n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 

atasan. 

(3) Sub Bagian Ta ta Usaha berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Direktur dan dipimpin 

oleh seorang KepaJa Sub Bagian. 

(4) Sub Bagian Tata Usaha membawahi beberapa 

jabatan pelaksana yang sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

Paragraf 3 
SEKSIKEPERAWATAN 

Pasal 6 

(1) Seksi Keperawatan mempunyai tugas peny iapan 

p~ru1?1usan dan._ pelaksnnann kebijakan operasional, 

b1mbmgan_ tekms, dan supervisi, serta pemantauan, 

pengendahan, evaluasi, pelaporan dan pelayanan di 

bidang keperawatan. 



(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dal~ ayat (1) Seksi l{eperawatan menyelenggarakan 
fungs1: 

a. pengkoordinasian kegiatan pengawasan dan 
pengendalian keperawatan Rumah Sakit Umum 
Daerah ; 

b. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan 
pelayanan keperawatan; 

c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan 
keselamatan pasien di bidang keperawatan; 

d. pengkoordinasian kegiatan administrasi dan 
bimbingan umum bidang keperawatan; 

e, pengkoordinasian kegiatan penilaian kincrja, 
seluruh pcrawat yang bertugas pada unit-unit 
fungsional Rumah Sakit Umum Daerah;. . 

f. pengkoordinasian kegiatan pengendahan ~tika 
dan mutu asuhan keperawatan, kegiatan 
supervisi keperawatan, dan kegiatan bimbingan 
asuhan keperawatan; 

g. pemantauan dan evaluasi pelayanan 
keperawatan; . . . 

h. penyiapan bimbingan teknis dan superv1s1 di 
bidang keperawatan; . 

1. pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluastan, 
penyusuna.n dan penyampa.ian laporan 
pelaksanaan program dan kegiatan di bidang 
keperawatan; dan . . . 

j. pelaksanaan tugas kedinasan lam yang d1berikan 
atasan. 

(3) Seksi Keperawatan berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Direktur dan dipimpin oleh seorang 
Kepala Seksi. 

Paragraf 4 
SEKSIPELAYANAN 

Pasal 7 

( 1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan 
perumusan, pelaksanaan kebijakan operasional dan 
pengendalian pelayanan medik dan pelayanan 
penunjang. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam ayat ( 1) Seksi Pelayanan menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di 

bidang pelayanan medis dan pelayanan 
penunjang Rumah Sakit Umum Daerah· . , 

b. peny1apan pengkoordinasian pelaksanaan 
kebijakan operasional di bidang pelayanan medis 
dan pelayanan penunjang Rumah Sa.kit Umum 
Daerah; 

c. pengkoordinasian kegiatan dan kebutuhan sarana 
dibidang pelayanan medis dan penunjang Rumah 
Sakit Umum Daerah; 

d. pengkoordinasian kegiatan pengawasan dan 
pengendalian pelayanan medis dan penunjang 
Rumah Sakit Umum Daerah· 

' ... 



e. pengkoordinasian lcegiatan pengendalian logistik 
mcdis; 

r. pcngl<0orclinrrninn l<ehuluhan tcnaga medis dan 
non mcdis; 

g. pcnyinpan bimhingnn tclmiH dan RupcrviRi di 
bic!Ang pclnyanan mcd lR dan pelayanan 
pcnunjnng; 

h . pengkoorditrnsinn , pcngen<lnllon, pcngcvalwrnian , 
penyusunan da.n pcnyampaian 1::iporan 
pelaksanaan program don kcgiatan di hidang 
pclayanan medis dan pelayanan penunjang secara 
bcrkala; clan 

i. pclaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 
atasan. 

(3) Seksi Pelayanan beracla di bawah clan bertanggung 
jawab kepada Direktur dan diplmpin oleh seorang 
Kepala Seksi. 

Paragraf 5 
KOMITE MEDIS 

Pasal 8 

(1) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dibentuk Komite 
Medis 

(2) Komite Medis beranggotakan seluruh tenaga medis 
pada Rumah Sakit Umum Daerah yang dipimpin 
oleh salah seorang tenaga medis senior; 

(3) Komite Medis bertugas membantu Direktur dalam 
mewujudkan pelayanan standar pada Ru mah Sakit 
Um urn Daerah sesuai kode etik profesi; 

(4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Komite Medis mernpunyai 
wewenang: 
a. Menyusun standar Pelayanan Medis; 
b . Mengevaluasi pelaksanaan Pelayanan 

Kesehatan; 
c. Memutuskan masalah-masalah Kesehatan yang 

berhubungan dengan aspek hukum; 
d. Menyusun program pengkajian, penelitian dan 

pendidikan Tenaga Medis. 

(5) Pembentukan, susuna~ organisasi, tugas dan fungsi 
serta . perta_nggunruawaban Komite Medis 
seb~gaimana d1maksud pada ayat (I) ditetapkan lebih 
lanJut dengan Keputusan Direktur Rumah Sa.kit 
Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(1) 

Paragraf 6 
KOMITE KEPERAWATAN 

Pasal 9 

PKada Rumah Sakit Umum Daerah dibentuk Komite 
eperawatan. 



(2) Komite Keperawatan sebagaimana ayat (I) bertujuan 
untuk menyelenggarakan peningkatan 
profesionalisme tenaga keperawatan serta mengatur 
tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan 
keperawatan dan pelayanan kebidanan yang 
berorientasi pada keselamatan pasicn di rumah sakit 
lebih terjamin dan terlindungi. 

(3) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi 
serta pertanggung jawaban Komite Keperawatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan lebi~ 
lanjut dengan l<eputusan Direktur Rumah Sak1t 
Umum Daerah sesuai dcngan ketcntuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Paragraf 7 
SATUAN PEMERIKSA INTERNAL 

Pasal 10 

(1) Untuk menyelenggarakan pemeriksaan audit _kinerja 
internal Rumah Sakit Umum Daerah, d1bentuk 
Satuan Pemeriksa Internal. 

(2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi 
serta pertanggungjawaban Satuan Pem_eriksa Intern~ 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) ditetapkan leb1~ 
lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sa.kit 
Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Paragraf 8 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 11 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah 
tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi 
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang 
keahlian dan keterampilan yang terbagi dalam 
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian 
dan keterampilan. 

(2) Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi 
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan 
fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan 
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Direktur. 

Pasal 12 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 
dimaksud pada pasal 10 ayat (1) terbagi dalam 
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian 
dan keterampilan. 



(2) Kelompok fasilitas penyelenggaraan pelayanan 
fungsional terdiri dari : 
a. lnstalasi/Unit Gawat Darurat. 
b. lnstalasi/Unit Rawat Jalan. 
c . Instalasi/Unit Rawat lnap. 
d. lnstalasi/Unit Radiologi. 
e. lnstalasi/Unit Laboratorium dan Unit Transfusi 

Darah (UTD) . 
f . lnstalasi/Unit Fannasi. 
g. lnstalasi/Unit Kamar Operasi dan Perawat 

lntensif. 
h. lnstalasi/Unit Gizi. 
i . lnstalasi/Unit Pemeliharaan Sarana Ru mah 

Sakit (JPS-RS) . 
j. Staf Fungsional Medical Record. 
k. Staf Medik Fungsional (SMF). 
1. Paramedis Fungsional. 

(3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dipimpin oleh seorang Kepala / Ketua dalam 
jabatan fungsional yang diangkat dengan Keputu~ 
Direktur diantara tenaga fungsional yang ada di 
lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah. 

(4) Jumlah tenaga fungsional sebagairnana dimaksud 
pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, 
kebutuhan dan beban kerja. 

(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud pada 
ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan 
perundang- undangan yang berlaku. 

BABIV 
TATA KERJA 

Pasal 13 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Sub 
Bagian, Kepala Seksi, dan Pelaksana wajib 
menerapkan prinsip koordinasi , integrasi dan 
sinkronisasi berdasarkan kewenangan yang dimiliki 
oleh Rumah Sakit Umum Daerah dan kebijakan yang 
ditetapkan oleh Bupati; 

{2} Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan 
Rumah Sakit Umum Daerah bertanggung jawab 
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya 
masing-masing dan memberikan bimbingan serta 
petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya; 

BABV 
KEPEGAWA1AN 

Pasal 14 

(1) D_irektur ~umah Sakit Umum Daerah diangkat dan 
diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris 
Daerah sesuai dengan ketentuan clan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 



(2) Direktur berkewajiban dan bertanggung jawab dalam 
melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkungan 
Rumah Sakit Umum Daerah . 

(3) Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
terdiri dari : 
a. Direktur adalah Jabatan Eselonering III.b; 
b. Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselonering 

IV.a; 
c. Kepala Seksi adalah Jabatan Eselonering IV.a ; 
d. Jabatan Pelaksana Umum; dan 
e. Jabatan Fungsional Tertentu. 

BAB VI 
PEMBIAYMN 

Pasal 15 

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sak.it 
Umum Daerah dibebankan da lam Anggaran 
Pendapatan clan Belanja Daerah Kabupaten Lebong. 

(2) Dinas melaksanakan pembinaan tata kelola Rumah 
Sak.it Umum Daerah dan tata kelola k]inis serta 
menerima pertanggungjawaban Rumah Sak.it Umum 
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang undangan. 

(3) Rumah Sak.it Umum Daerah bersifat otonom dalam 
penyelenggaraan tata kelola klinis serta menerapkan 
pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah. 

(4) Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum 
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah diatur dengan 
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan 
Sadan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 
Daerah. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 16 

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, 
seluruh Organisasi Rumah Sak.it Umum Daerah yang 
saat ini ada, dinyatakan masih tetap berlaku dan 
wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam 
Peraturan Bupati ini sejak Peraturan Bupati ini 
diundangkan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata 
hubungan kerja Rumah Sakit Umum Daerah serta 
pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah 
diatur sesuai dengan peraturan perundang­
undangan. 



BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten 
Lebong. 

Ditetapkan di Tubei . 
pada tanggal 15 Juni 2021 

;ill BU ATI LEBON°{ 

e. KOPLI ANSORI 

Diundangkan di Tubei • 
pada tanggal 1 Juni 2021 
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